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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 91/Permentan/OT.140/9/2013 
TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN  

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama, 
pelaku usaha agar mau dan mampu menolong serta 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi 
pasar, teknologi, permodalan, dalam upaya 
meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, 
pendapatan, dan kesejahteraan, membutuhkan 
pendampingan dan pengawalan penyuluh pertanian; 

b. bahwa untuk memudahkan pembina di Pusat, Provinsi 
dan Kabupaten/Kota menentukan kebijakan dan 
pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan 
mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian 
diperlukan evaluasi kinerja penyuluh pertanian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan agar 
pelaksanaan evaluasi berdaya guna dan berhasil guna 
perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh 
Pertanian; 
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Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4660); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang    
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212),  
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4418) jis Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2010; 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 141); 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
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